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BUPATI KAPUAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah perlu digali sumber-sumber Pe_ndapa!an Asli

Daerah;

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi
| seluas-luasnya untuk memungut Pajak Daerah dan

kmanm!gan
Retribusi Daerah;
bahwa jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial dapat dipungut retribusinya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢ , periu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Jasa Usaha.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penelapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 leniang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negaia
Repubiik Indonesia Tahun 1853 Nomor 9) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhlik

Indonesia Nomor 4844);
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Rmm&mmﬁeﬂmmﬁhhun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor: 5049);

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Presedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;

) Dengan Persetujuan Bersama
‘ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
| dan
' BUPATI KAPUAS
MEMUTUSKAN :
pkan - : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
rah adatah Daerah Kabupaten Kapuas.
werintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
mesia yang pemerintahan negara Republik Indonesia

& Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalsh Lembaga
=kilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara PemerintaharDaerah.

ii adalah Bupati Kapuas.
mmwmmmﬂkapuasymgmniﬂdmgasdan
mang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.




Kepala Inslansi adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki

tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjuinya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai

pembayaran alas jasa atau pemberian izin terlentu yang khusus disediakan danjatau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Jasal adalah kegialan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

menyebabkan

Orang Pribadi atau Badan.

. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh seklor

swasla.

. Waijib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
nwhkmmmﬂmmﬁdakmelamkanusahayangmaﬁpuﬁperwoan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),

atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

. flasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Waijib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemernniah

Daerah yang bersangkutan.

. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah -bukti
pembayaran atau penyetoran refribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan

Mmﬁ'amaaahdﬂahﬂmdauanmmhkemmhmelaluitmpat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupali.

_ Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok retribusi yang terutang.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,

adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran

refribusi karena jumiah kredit refribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau

seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah sural untuk

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga danfatau

denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukli yang dilaksanakan secara objeklif dan profesional
berdasarkan sualu standar pemerkssan untuk mengujfi kepaluhan pemenuhan
tujuan (ain dalam rangka

kewajiban perpajakan daerah dan retribusi danfatau untuk

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan
retribusi daerah.

‘Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ada
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpu
dengan bukfi itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daera
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

lah serangkaian

Ikan bukti yang
h dan

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai golongan Retribusi Jasa Usaha
yang terdiri dari:
3
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. Relribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
. Retribusi Tempat X

g | g
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Retribusl Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan
| i Retribusi Penyeberangan di Air; dan
J. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan potensi penerimaan yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang

BAB I

; Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran
pelayanan pemakaian kekayaan daerah

Pasal 4

& Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah
yang meliputi :

'a anah;

- b. Bangunan atau Gedung;

' ¢. Ruangan;

Dikecualikan sebagai Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang
'menggunakan/menikmati Kekayaan Daerah.

jek Retribusi dimaksud pada (3) merupakan Wajib Retribusi
Pemakaian Kekayaan tarmmasuk psmungx; %u p}emotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

-

{ Penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan
. frekwensi pemakalan, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan

| | 4
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) - Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi

Pasal 11

Prinsip yang dianut dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat
Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

%Tmmmmwmmmmnkmanmg

apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada
pasar.

Paragraf 4
Strukiur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

m dalam Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

E dan Besamya Tarif Relribusi Tempat Pelelangan diletapkan sebagaimana
ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 13

i nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal oleh
itah Daerah.

Pasal 14

Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan lempal parkir untuk kendaraan
dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas Jainnya di lingkungan
1, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

alikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
inal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,
Pihak Swasta.

Retribusi  Terminal adalah Orang Pribadi atas Badan yang
pggunakan/menikmati pelayanan terminal dan fasilitasnya. .

Rslribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (3) merupakan Wajib Retribusi
I, iermasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

. Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15
|
Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekwensi pemakaian,

mdaraan angkulan penumpang Umum dan/atau barang, dan jangka waktu
i fasilitas terminal.




' Paragraf 3 . .
ip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi

Pasal 16

> yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
arkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

ungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ket.mlungail yang
leh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berarientasi pada
pasar.

Paragraf 4
Strukitur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

n Besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
| dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 18

ama . Relribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pefayanan
tempat khusus parkir oleh Pemerintab Oaerah.

Pasal 18

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang
kan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang
snakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimifiki dan/atau dikeloia oleh

ntah Daerah.
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi

| Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pematong Retribusi

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

nggunaan Jasa dari Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan
pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serla saana
na yang digunakan.

Paragraf 3
Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

yang dianul dafam menetapkan strukiur dan besarmya tarif Retribusi Tempat
Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperofeh keuntungan yang jayax.

7
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Wlungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
raleh apabila pelayanan fersebut ditakukan secara efisien dan berorientasi pada

a pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

dan Besarnya Tarif Retribusi Tempal Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana
:dafam Lampiran [V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

_ Bagian Kelima
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

, Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 23

ama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut relribusi atas
penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat
apan/pesanggrahanivilla yang disediakan, dimiliki, dandatau dikelola oleh
ntah Daerah.

alikan darl Objek Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat )
panpesanggrahanivilia yang disedfakan, dimiliki, dan/atau dikelota oish
ntah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Tempal Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Orang Pribadi atau
yang menggunakan/memaniaatkan tempat penginapan/ pesanggrahan/viila.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi
: Penginapan/Pesanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25
iggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian, jangka wakiu
jenis fasik!aafp;layanan. serta sarana dan prassrana dard lempat
R Paragraf 3
Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26
ang dianul dalam menetapkan struklur dan besamya larif Retribusi Tempat

an/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan
k.




layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
pelayanan lersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada

)
s

_ Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

n Besamya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan
wmmﬁdmm' V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
an

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 28

wma Refribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan
rumah pemotongan hewan ternak oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

anwmmmmm-m

ngan hewan ternak termasuk pelayanan
@ dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, danfatau dikelola oleh

iiah Daerah.
mmmmmmmmmmman
mmmmmwmmdu@h
u dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasla. :

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
inakan/ menikmati Pelayanan Jasa Rumah Potong Hewan.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -merupakan Waijib Retribusi
Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

mmmmmmmmmmm
me,mmmmm,mmdmm
kan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribugi

Pasal 31

dianut dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah
{ewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.




intungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
eroleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada
ga pasar. .

Paragraf 4
Struktur dan Besarya Tarif Retribusi

Pasal 32

dan Besamya Tanf Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana
‘r: dalam Lampiran Vi dan merupakan bagian yang tidak terpisaitkan dani Peraturan
ni. .

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

= Pasal 33 5

nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan
epelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

k Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan,
suk fasilitas lainnya di fingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
la oleh Pemerintah Daerah. .

iglikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

nan Jasa iepelabuhanan yang disediakan, dimiliki danfatau dikelola oleh
intah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

k Relribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
junakan/menikmati Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

t Relribusi sebagaimana dimeksud pada ayal (3) merupakan Wajib Relribusi
nan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

nggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan
ta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
» Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

rasai 36

rang dianut dalam menetapkan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pelayanan
uhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
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......... G Juny wyan SGuayaliidild UnaKsua paaa 8}[&! {]J adal@an KelJmUnQan Yang
liperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada
\arga pasar.

Paragraf 4
*Struktur dan Besamya Tarif Retribusi
Pasal 37

ur gan Besamya Tanif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditelapkan sebagaimana
turn dalam Lampiran VIl dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
h ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 38

mamRehWTanpatReheasidmOhhmgadpmgmmm:siaIaspebyam
rekreas), pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Dagrah.

Pasal 39

rek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi,
wisata,” dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
rah.

cualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah
yanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau
lola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

jek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Orang Pribadi atau Badan
] menikmati/memperoleh pelayanan lempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang
diakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

ek Retribusi sebagaimz;na dimaksud pada ayat (3) merupakan Waijib Retribusi
pat Rekreasi dan Olahraga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

‘enggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan
©rta sarana dan prasarana yang digunakan dalam membecikan pelayanan.

Paragraf 3
ip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

) yang dianut dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Taril Retribusi Tempat .
asi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang




